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Abstrak 

 
Skripsi ini berjudul “Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Di bidang Pembuatan e-KTP Di 

Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi”. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi dalam 

Pelayanan Publik dibidang pembuatan e-KTP. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan 

kinerja pegawai di instansi terkait, permasalahan-permasalahan tersebut tentang akuntabilitas pegawai. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pegawai Di Kecamatan Belimbing Sudah Cukup Baik yang 

dilihat dari tingkat kejujuran, obyektivitas, transparansi dan kemampuan inovatif.. Selanjutnya akuntabilitas 

kerja pegawai sudah optimal dapat dilihat dari tercapainya sasaran atau tujuan instansi terkait, dan hasil kerja 

yang dihasilkan pegawai memuaskan mengenai pembuatan e-KTP. Adapun keterbatasan sarana dan prasarana 

yang dimiliki menjadi kendala dalam menyelesaikan pekerjaannya, namun kendala tersebut dapat teratasi. 

 

Kata kunci : Kinerja Aparatur, Pelayanan Publik, Akuntabilitas. 

 

 
 

Abstract 

 
This essay entitled "Performance of Government Personnel Services in e-ID car Creation In District 

Belimbing, Melawi regency". Ess y writing is intended to describe the implementation of the Government 

Performance Accountability Administrative District Belimbing, Melawi regency in Public Service in the 

manufacture of e-ID card. The essay is based on the issues raised in the employee performance related agencies, 

such concerns about the accounta ility of employees. These results indicate that employee accountability In 
District Belimbing is good enough viewed from the level of honesty, objectivity, transparency and innovative 

capabilities further accountability is optimal employee can be seen from the achievement of goals or objectives 

related agencies, and the work produced satisfactory employee of the creation of e-ID card. The limited facilities 

and infrastructure owned by an obstacle in completing the work, but these obstacles can be overcome 
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A. PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang Penelitian 

 

 
Pelayanan publik menjadi salah satu yang Kurang responsive : Respon terhadap berbagai 

banyak mendapatkan   kritikan dan   sorotan   dari keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat 
masyarakat karena selama ini merasa diabaikan 

kepentingannya oleh birokrasi. Seperti yang kita 
ketahui selama ini, bahwa kinerja pegawai dalam 

organisasi pemerintahan sangatlah buruk, dimana 

seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. 

Kurang informative : Berbagai informasi yang 

seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat 

banyak sekali pemborosan biaya   yang diperparah atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. 

dengan adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme 
dalam tubuh birokrasi kita. Oleh karena itu, semenjak Kurang accessible : Berbagai unit pelaksana 
dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur 

tentang   Pemerintah Daerah, pemerintah daerah 

pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, 
sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan 

dituntut berusaha meningkatkan 

Seiring dengan hal itu tuntutan 

mendapatkan pelayanan yang 

meningkat dari waktu ke waktu. 

pelayanan publik. 

masyarakat untuk 

berkualitas terus 

pelayanan tersebut. 

Kurang koordinasi : Berbagai unit pelayanan yang 

terkait satu dengan lainnya sangat kurang 

berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang 

tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu 

 
Sering sekali muncul berbagai masalah 

dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat 

yang mencerminkan ketidak puasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik pemerintah , antara lain 

yaitu Pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, 

sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka 

menuntut imbalan, kurang ramah, rogan, lambat dan 

fasilitas   pelayanan kurang   memadai, maraknya 

pungutan liar (pungli), yang membuat masyarakat 

enggan untuk mengurus administrasi kependudukan 

dengan aparat pelaksana di tingkat kecamatan, dan 
belum lancar karena terkendala oleh ketersediaan 
sarana komunikasi cepat (telepon/faksimili) yang 
belum tersedia di kecamatan sehingga 
informasi/instruksi yang harus disampaikan 
kecamatan kepada desa/kelurahan yang selanjutnya 

kepada masyarakat memakan waktu lama, demikian 

pula sebaliknya. Perbaikan pelayanan publik juga 

sangat berimplikasi luas husunya dalam 
memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah. 

 

Permasalahan utama pelayanan publik pada 

dasarnya   adalah   berkaitan   de gan peningkatan 

kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang 

berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, 

yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata 

laksana), dukungan sumber daya manusia, dan 

instansi pelayanan dengan i stansi pelayanan lain 

yang terkait. 

Birokratis : Pelayanan (khususnya pelayanan 

perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui 

proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga 

menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu 

lama. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan 

memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. 

Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi 

masyarakat : Pada umumnya aparat pelayanan kurang 

memiliki kemauan untuk me dengar keluhan/saran/ 

aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan 

dilaksanakan dengan apa adan a, tanpa ada perbaikan 

dari waktu ke waktu. 

Inefisien : berbagai persyaratan yang diperlukan 

(khususnya dalam pelayanan perijinan seringkali tidak 

relevan dengan pelayanan yang diberikan. lihat dari 

sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya 

adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, 

empathy dan etika. 

Menilai kualitas pelayanan publik adalah 

sangat diperlukan oleh pen guna jasa pelayanan 

termasuk   tingkat    kesulitan atau kemudahannya 
mengenai karakteristik pelayanan yang diberikan. 

Dalam hal ini perlu dilihat praktek–praktek yang 

digunakan oleh pihak–pihak yang berkepentingan 
kelembagaan. Dilihat dari sisi pola dengan pelayanan   publik untuk   menjamin   suatu 
penyelenggaraannya ( diposkan oleh Sugeng 

Rusmiwari, dari buku manajeman Kinerja Sektor 

Publik, Mahmudi, YKPN, Yogyakarta, 2007, 221 ). 

Pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan 

antara lain: 

tingkat kinerja yang diinginkan karena dalam 

organisasi publik, akuntabilitas berarti suatu 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan bukan keberhasilan visi, misi dan strategi 

maupun pelaksanaannya dalam organisasi publik yang 



Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan 

https://jurmafis.untan.ac.id 

Theonardus Aririski 

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan Page 328 

 

 

n 

g 

 

p 

k 

 

 

n 

P 

m 

e 

 

 
 

 
k 

bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran individu aparatur pemerintah Kecamatan Belimbing 

yang telah ditetapkan. 
 

Melalui penyusunan laporan pertanggung 

jawaban tersebut, maka dapat diketahui seberapa baik 

kinerja pegawai pada suatu instasi pemerintahan, 

mengingat begitu besarnya peran aparatur 

pemerintahan sebagai pelayan publik dalam segala 

dalam pelayanan publik di bidang pembuatan e-KTP. 

 
 

3. Rumusan Permasalahan 

aspek kehidupan masyarakat. Dari hasil pengamatan Atas dasar latar belakang masalah tersebut di 

atau observasi awal di Kantor Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Melawi yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan langsung (melihat) cara kerja pegawai di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah Bagaimana akuntabilitas kinerja aparatur 
pemerintah dalam pelayanan publik di bidang 

Kantor Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan 

dengan cara melakukan wawancara kepada bapak 

Saidi, S.Sos ( Sekretaris Kecamatan Belimbing ). 

Diperoleh temuan permasalahan atau hambatan yang 

berkaitan dengan kinerja pegawai seperti pelaksanaan 

pembuatan   e-KTP pada 
Kabupaten Melawi ? 

4. Tujuan Penelitian 

Kecamatan   Belimbing 

program e-KTP.  Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Akuntabilitas 

Adapun   masalah   yang  dihadapi   dalam Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Belimbing 
pelaksanaan program e-KTP yaitu kurangnya Kabupaten Melawi dalam Pelayanan Publik di bidang 

prosedur  atau penjelasan tentang pelaksanaan 

program e-KTP, seperti : apa itu e-KTP, fungsi dan 

kegunaan e-KTP, proses pembuatan e-KTp, syarat 

dalam pembuatan e-KTP, selain itu ditemukan 

hambatan lain yang terjadi di lapangan seperti jarak 

tempuh dari kecamatan ke desa-desa yang cukup jauh. 
Fenomena lain yang ditemukan adalah proses 

pembuatan e-KTP yang terhambat dikeranakan alat- 

alat yang rusak, misalnya Perekaman sidik jari (pada 

alat perekam sidik jari) dan scan retina mata. 

Berdasarkan penilaian masyarakat, jangka waktu 

penyelesaian e-KTP terlalu lama, namun keluhan 

masyarakat seperti itu kurang direspon oleh aparat 

Kantor Camat  Belimbing.  Selain itu, aparat 

pemerintah juga terkadang kurang mau  mendengar 
keluhan masyarakat. 

 

Semua itu merupakan ermasalahan awal 

yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban yang 

sesungguhnya dengan cara mela ukan wawancara, 

observasi dan dokumentasi untuk mengetahui kinerja 

pegawai dalam pelayanan publik terjadi di Kantor 

Kecamatan Belimbing Kabupate  Melawi. Oleh 

kerena itu, penulis mencoba untuk melakukan sebuah 

pembuatan e-KTP. 
 

5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Bermanfaat bagi peng mbangan studi Ilmu 

Pemerintahan, sehingga dapat memperkaya kajian 

ilmiah yang perlu dijadikan bahan referensi dalam 

penelitian sosial lainnya yang saling berkaitan. 

2. Dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan 

teori yang didapat selama per  uliahan terutama pada 

beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan 

penelitian yaitu mata kuliah Ilmu Pemerintahan, 

Kepegawaian, dan Pelayanan Publik. 

5.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi Aparatur Pemerintah Di 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dalam 
memberikan pelayanan publik dengan penuh rasa 
tanggung jawab, sehingga diharapkan kedepannya 

penelitian mengenai “ Ki 

Pemerintah Dalam Pelayanan 

Pembuatan e-KTP Di Keca 

Kabupaten Melawi.” 

2. Fokus Penelitian 

erja Aparatur 

ublik Di bidang 

atan Belimbing 

dapat dijadikan tolak ukur bagi kepuasan masyarakat 

terhadap suatu pelayanan yang akan diberikan. Dapat 

memberikan data informasi yang berguna bagi semua 

kalangan. 
 

B. TEORI DAN METODELOGI 
 

Fokus penelitian dilakukan untuk 

mempertajam analisis penelitian agar semakin jelas ( 

kontras ). Adapun yang menjadi fokus penelitian 

dalam penelitian kali ini adalah akuntabilitas sebagai 

salah satu bagian dari teori kinerja. Maka dari itu 

peneliti membatasi penelitiannya pada kinerja 

1). Teori 
 

a. Kinerja 
 

kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program 
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/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,  Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat di 

misi dan   visi   organisasi   yang terulang   dalam pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

perumusan   skema   strategis suatu organisasi ( 
Menurut Bastian dalam Fahmi, 2011 : 2). 

peraturan perundang–undangan menurut 
Sinambela,dkk (2006 : 6 ). 

penilaian kinerja merupakan proses Akuntabilitas yaitu sebagai perwujudan 

mengevaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan 

pekerjaan mereka, dan mengomunikasikan hasilnya 

tersebut yang nantinya akan menjadi bahan masukan 

yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan 

dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan, atau yang 

biasa disebut perbaikan yang berkelanjutan.(menurut 

Mathis dan Jacson dalam Fahmi, 2012 : 65 ). 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik. ( Sinambela, dkk 

2006 : 8 ). 
 

Dengan adanya akuntabilitas   diharapkan 

Sedangkan          menurut Kumorotomo bahwa para pegawai dapat menjalankan 

dalam(Dwiyanto, 2002:50) mengemukakan beberapa   kewenangannya    secara    benar.    prinsip-prinsip 

kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintahan, 

publik antara lain :  sebagai berikut : Harus jujur, obyektif, transparan, dan 
 

1. Efisiensi 
inovatif sebagai katalisator 

instansi pemerintah dalam 

perubahan manajemen 

bentuk pemutakiran 

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang 

keberhasilan organisasi pelayanan publik 

memanfaatkan faktor-faktor produksi serta 

pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 

Apabila diterapkan secara obyektif, kriteria seperti 

likuiditas, sovalitas dan rentabilitas merupakan 

metode dan teknik pengukuran kinerja dan 

penyusunan laporan akuntabilitas. (Jabbra & 
Dwivedi, 1989 : 5 ). 

 
c. Aparatur Pemerintah 

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
kriteria yang sangat relevan. 1999 tentang perubahan atas ndang–undang Nomor 

2. Efektivitas  8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan 

bahwa pegawai negeri adala setiap warga negara 

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi 

pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat 

kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, 

tujuan organisasi. 

3. Keadilan 

Keadilan mempertanyakan distribusi dan 

alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi 

pelayanan publik. 

4. Daya tanggap 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri terbagi 

menjadi tiga macam berdasarkan jenis pekerjaannya, 

yaitu: 

a. Pegawai Negeri Sipil; 

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia 
c. Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
Berbeda dengan bisnis ang dilaksanakan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur 

oleh   pihak   swasta,   organisasi   pelayanan   publik negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan 

merupakan bagian dari daya tanggap negara atau 

pemerintahan akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh 

kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
karena itu kriteria  organisasi tersebut secara pemerintahan dan pembangunan. 
keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara transparan demi memenuhi kriteria daya 

tanggap ini. 

kriteria kinerja yang baik dapat dicapai 
dengan dimulai dari peningkatan sumber daya 

manusianya maka mutu kinerja yang unggul dapat 

d. Pelayanan Publik 
 

Pemerintah sebagai abdi masyarakat atau 

negara memiliki fungsi utama untuk mengadakan dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

baik dan memuaskan. Menurut Kotler dalam Sampara 

dicapai. Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 
b. Akuntabilitas dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
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terikat pada suatu produk secara fisik ( Sinambela, sebagai tempat penelitian ini adalah di Kantor 

2006 : 4 – 5 ). Kecamatan Belimbing terdapat beberapa 

permasalahan saat melaksanakan pelayanan di Bidang 
Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan 

adalah suatu kegiatan atau urutan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan ( Sinambela, 2006 : 5 ). 

Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai   upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima 

palayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu pelayanan 

publik   diartikan sebagai    setiap   kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 
yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau  kesatuan,  dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik. ( Sinambela, 

2006 : 5 ). Pelayanan publik di rtikan, pemberian 

layanan ( melayani ) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan p da organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik 

adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara negara. 
 

Pelayanan publik merupakan usaha yang 

dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi 

untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada 

masyarakat dalam rangka menc pai suatu tujuan 

tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siagian 

pembuatan e-KTP dan ada beberapa masalah yang 

ada kaitannya dengan pelaksanaan akuntabilitas 
kinerja pegawai dalam pemberian pelayanan terhadap 

masyarakat. Selain itu pertimbangan letak strategis 

yang dekat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal 

peneliti karena sama-sama berada di Kabupaten 

Melawi. Subjek dalam penelitian ini adalah empat 

orang pejabat  atau   petugas yang memberikan 

pelayanan e-KTP di Kecamatan Belimbing Kabupaten 

Melawi yaitu Bapak Camat, Sekretaris Camat, Kasi 

Pemerintahan, dan Supervisi  dalam   program 

pembuatan e-KTP. Selama masa observasi peneliti 

melakukan penelitian terhadap masyarakat yang 

sedang  melakukan pelayanan   di Kecamatan 

Belimbing Kabupaten Melawi. Objek dalam 

penelitian ini adalah Kinerja Aparatur Pemerintah 

dalam Pelayanan e-KTP di Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Melawi. Melalui penelitian ini, peneliti 

akan mendeskripsikan proses pelaksanaan Kinerja 

Aparatur  Pemerintah  di ecamatan  Belimbing 
Kabupaten Melawi dalam memberikan pelayaan 

khususnya di bidang pembuatan e-KTP. Dalam 

penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan melakukan diskusi dan 

konsultasi dengan pembimbing. 

 
A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelayanan publik a alah segala kegiatan 

pelayanan yang dilaksanaka oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
(1992:133-134), yang menyatakan bahwa untuk para 
pegawai dalam bersikap serta perilaku hendaknya 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 
berpedoman pada : 

 

1. Dasar hukum yang jelas. 

undangan. Unit pelayanan 

kerja/kantor pelayanan pada 

termasuk BUMN/BUMD dan 

publik adalah unit 

instansi pemerintah 

BHMN, yang secara 

2. Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani 
dinyatakan secara terbuka. 

langsung maupun tidak langsung memberikan 

pelayanan kepada penerima pelayanan. Pemberi 
pelayanan publik adalah pega ai instansi pemerintah 
yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik 

3. Interaksi berlangsung secara rasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga 

instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima 
2). Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik observasi, wawancara secara 

mendalam, dan studi dokumentasi. Tahapan analisis 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Belimbing Kabupaten Melawi. Alasan peneliti 

memilih di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat 

dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan 

yang diberikan oleh aparatur penyelenggara 

pelayanan publik. Sebagaimana telah diungkapkan 

dalam latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian 

dan tujuan penelitian di jelaskan bahwa penelitian ini 
ditujukan pada kinerja Aparatur Pemerintah dalam 

pelayanan publik di Kecamatan Belimbing Kabupaten 

Melawi khususnya mengenai akuntabilitas kerja 

Aparatur Pemerintah dalam menjalankan program e- 
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KTP di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi. tindakan pegawai kecamatan untuk masyarakat yang 

Berkaitan dengan hal tersebut,   maka pembahasan jauh dan aksesnya yang sulit terjangkau, pegawai 

dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana 
kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik 

kecamatan melakukan progran jemput bola yaitu 
dimana pegawai kecamatan turun langsung kedesa- 

Di Bidang Pembuatan e-KTP Di Kecamatan desa untuk   melaksanakan   program   e-KTP   dan 

Belimbing Kabupaten Melawi khususnya mengenai 

akuntabilitas kerja Aparatur Pemerintah dalam 

program ini sangat membantu bagi masyarakat yang 

jauh dan program ini mendapat respon yang baik 

menjalankan program e-KTP di Kecamatan ditengan-tengah masyarakat. Adapun hambatan yang 

Belimbing Kabupaten Melawi yang dilihat dari teori 

pola penyelenggaraan akuntabilitas yaitu tingkat 
kejujuran, obyektivitas, transparansi dan kemampuan 

inovasi. 

4.2.1. Tingkat Kejujuran 

Masalah dalam pelayanan pemerintah 

terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidak 

puasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

pemerintah, antara lain yaitu Pela anan yang mahal, 

pelayanan yang suka menuntut i balan, maraknya 

pungutan liar (pungli), yang membuat masyarakat 

enggan untuk mengurus administrasi kependudukan 

dengan aparat pelaksana di tingkat kecamatan. 

Perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi 

luas khusunya dalam memperbaiki kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah. Buruknya pelayanan 
publik selama ini menjadi salah satu variable penting 

yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat 

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dapat dibangun kembali. 
 

Untuk tingkat kejujuran aparatur pemerintah 

Di Kecamatan Belimbing sudah cukup baik, dengan 

kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

e-KTP yaitu kurangnya prosedur atau penjelasan 
tentang pelaksanaan program e-KTP, seperti : apa itu 

e-KTP, fungsi dan kegunaan e-KTP, proses 

pembuatan e-KTp, syarat dalam pembuatan 

e-KTP, biaya pembuatan e-KTP namun hal tersebut 

tidak menjadikan alasan bagi pegawai Kecamatan 

untuk menjalankan progran e-KTP diluar prosedur 

yang telah ditetapkan. Selain itu hambatan lain yang 

terjadi di lapangan seperti jarak tempuh dari 

kecamatan ke desa-desa yang ukup jauh dan fasilitas 

infrastruktur yang kurang memadai seperti akses jalan 

yang rusak sehingga sulit untu dilewati, apalagi pada 

saat musin penghujan, namun semuanya bisa teratasi 

oleh pegawai kecamatan yang menjalankan progran e- 

KTP dan pegawai sendiri menjalankan progran 

tersebut dengan rasa ihklas dan penuh rasa tanggung 

jawab. 

Dari tindakan yang dilakukan oleh pegawai 
Kecamatan Belimbing dapat mempengaruhi kepuasan 

masyarakat sehingga pandangan masyarakat tentang 

adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dapat 

berkurang dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dapat dibangun kembali,. 
tidak adanya pungutan liar terhadap masyarakat yang 
melakukan pelayanan dan pembuatan e-KTP sendiri 

sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan 

Terselenggaranya pelayanan 

prasyarat utama untuk 

masyarakat dalam mencapai 

yang baik menjadi 

mewujudkan aspirasi 

tujuan visi dan misi. 
peraturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang 
penulis peroleh dari Camat di Kecamatan Belimbing, 

dalam   melaksanakan   pekerjaannya pegawai di 

Karenanya tidak berlebihan jika pelayanan yang baik 

menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu 

kepuasan tersendiri bagi masyakarat. Untuk itu 
Kecamatan Belimbing Kabupaten elawi bahwa : diperlukan   pengembangan   dan   penerapan   sistem 

“ kami menjalankan tugas dan kewajiban kami sudah akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga 

sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab kami penyelenggaraan pemerintaha   dan pelayanan dapat 

masing-masing, dimana semua 

kerja dalam satu tahun selalu 

bentuk   laporan akuntabilitas 

rencana kegiatan 

dilaporkan dalam 

kinerja instansi 

berlangsung secara jujur bertanggung jawab serta 

bebas dari KKN. Tingkat k jujuran sendiri dalam 

organisasi sangatlah penting, karena kejujuran 

pememrintah ( LAKIP ) dan laporan ini nantinya 

akan diajukan bagi pemerintah daerah dan DPRD 

Kabupaten Melawi sebagai bah n evaluasi untuk 

menilai kinerja dan pertanggung jawaban Kantor 

Camat Belimbing Kabupaten Melawi”. ( wawancara 

hari rabu tanggal 24 juli 2013). 

merupakan        perwujudan        kewajiban        untuk 
mempertanggungjawabkan da menerangkan kinerja 
dan tindakan seseorang/pimpinan suatu organisasi 

kepada pihak yang memiliki hal dan kewenangan 

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban 

atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

dalam pencapaian organisasi ( Bapak Saidi. S.Sos 

Dilihat dari hasil pembahasan diatas tingkat dalam wawancara hari rabu tanggal 24 juli 2013). 

kejujuran aparatur pemerintah Di Kecamatan 

Belimbing sudah cukup baik, dengan tidak adanya 

pungutan liar terhadap masyarakat yang melakukan 

pelayanan, menjalankan progran e-KTP sesuai dengan 

prosedur dan sesuai dengan peraturan. Selain itu 

Jika melihat dari pendapat diatas, kejujuran memiliki 

manfaat   yang   cukup   besar   untuk meningkatkan 
kinerja pegawai dengan harapan agar pegawai 

memiliki tanggungjawab pada tugas dan fungsinya 
masing-masing. Tingkat kejujuran dapat 
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mempengaruhi pola kinerja pegawai dalam   jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat 

menjalankan tugasnya   sesuai dengan kewenangan     dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya 

yang diemban tergantung sejauh   mana kejujuran   maupun   berbagai   pelanggaran   dalam   kegiatan 

tersebut dijalankan. Hal ini menyebabkan sebuah pemerintan seperti korupsi. Melalui transparansi akan 

tingkat kejujuran dipandang sudah cukup baik di 

Kecamatan Belimbing, pegawai sendiri telah mengerti 

terciptanya  kepercayaan 

pemerintah dan masyarakat 

timbal-balik antara 

karena masyarakat 

akan manfaat sebenarnya dari kujujuran itu sendiri. mengetahui   apa-apa   yang   dilakukan   pemerintah. 

Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah 

 Obyektivitas 

Kinerja seorang individu merupakan awal 

yang sangat penting bagi kinerja organisasi. 

Organisasi tidak akan dapat bisa berfungsi dengan 

merupakan modal yang penting untuk berjalannya 

pemerintahan. Tingkat kepercayaan akan melahirkan 

dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan 

program-programnya. 

baik tanpa sumber daya manusia. Pegawai memiliki Selain penciptaan peluang untuk 
andil sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali 

yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan 

organisasi denagn obyektif. Secara obyektivitas, 

pengawasan, transparansi juga menjawab pertanyaan- 

pertanyaan mengenai proses yang dilaksanakan 

sehingga keterbukaan ini diharapkan menjadi umpan 

pelayanan di Kecamatan Belimbin   khususnya dalam balik untuk pelaksanaan pelayanan publik menjadi 
pembuatan e-KTP sudah terorganisir dengan adanya efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada buruknya 

bagian-bagian yang menanganin 

tugas dan fungsinya masing-masi 

a sesuai dengan 

g sehingga waktu 

kinerja penyelenggaraan peme intah dalam pelayanan 

publik, ketidakpuasan masyar kat atas layanan yang 

yang telah ditargetkan dapat tercapai secara diberikan, dan lebih lanjut la i, masyarakat menjadi 

maksimal. Obyektivitas sebagai tolak ukur dalam tidak percaya lagi kepada pemerintahannya. 

proses penyelenggraan akuntabilitas kinerja paling 

tidak bisa dijadikan bahan untuk introspeksi diri 

Transparansi sebagai tolak 

penyelenggraan akuntabilitas 

ukur dalam proses 

kinerja paling tidak 

terhadap kemampuan dari setiap program yang 

dijalankan apakah mengarah pada tujuan pada periode 

memberi manfaat bagi masyarakat seberapa besar 

efektivitas dan efisiensi p nyelenggaraan setiap 

akhir perencanaan. Dengan cara ini kinerja suatu kegiatan   publik oleh   pemerintah, yang notabene 

instansi pemerintah pada suatu tahun tertentu dapat 

dibandingkan kinerjanya dengan tahun-tahun 

dibiayai oleh uang rakyat. 

sebelumnya. Jika hal ini dapat ikonkritkan maka 4.2.4. Kemampuan Inovasi 
dapat menjadi salah satu pola alternatif bagi pola 
pertanggungjawaban (LPJ) seorang pemimpin. 

 
 Transparansi . 

Penyelenggaran pemerintahan yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

akuntabilitas adalah asas yang enentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir d ri setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan  harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  atau 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai 

dengan pereturan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara transpirasi, pelaksanaan pembuatan e-KTP di 

Kecamatan Belimbing dapat dilihat dari tanggung 

jawab pegawai dalam menjalankan program e-KTP 

berupa dokumentasi atau foto-foto elaksanaan. 

Transparansi juga merupakan salah satu cara 

Pegawai yang kreatif dan inovatif merupakan 

investasi yang sangat menguntungkan sekaligus 

sebagai modal dasar yang harus diperhitungkan. 

Untuk itu setiap pegawai dituntut untuk dapat 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan efektif dan 

efisien. Penerapan sistem ke ja pegawai dilakukan 

melalui jalur-jalur pendidikan dan pelatihan (diklat). 
Pemberian pendidikan dan pelatihan merupakan hal 
yang sangat penting dalam suatu organisasi karena 

pendidikan dan pelatihan tida hanya memanfaatkan 
tenaga kerja tetapi juga salah satu upaya untuk 

memajukan pegawai agar kemampuan kerjanya 
menjadi optimal. Salah satu usaha untuk 
mengembangkan potensi pegawai adalah dengan cara 
pendidikan dan pelatihan pegawai.Pendidikan dan 

pelatihan dilaksanakan pada setiap instansi. Hal ini 

untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah 

terhadap masyarakat. Melalui transparansi 
penyelenggaarn pemerintah, masyarakat diberikan 

dirancang untuk memenuhi 

untuk mendapatkan sumber 

berkualitas. 

kebutuhan organisasi 
daya manusia yang 

kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi 

dalam pemerintahan, termasuk diantaranya pelayanan 

yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. 

Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan 

publik akan memudahkan pengawasan terhadap 

Kecamatan Belimbing merupakan salah satu 

organisasi pemerintah yang dalam cakupan 

pekerjaannya berorientasi pada pelayanan jasa 

masyarakat. Hal tersebut menuntut seluruh unsur yang 
terkait dalam organisasi tersebut untuk dapat melayani 
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kebutuhan masyarakat yang terkait dengan tujuan 

organisasi. Pengembangan sumber daya manusia 

melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) pada 

dasarnya adalah peningkatan kinerja pegawai yang 

mencerminkan kemampuan anggota organisasi dalam 

bekerja, artinya prestasi masing-masing pegawai 
dinilai dan diukur menurut kriteria yang sudah 

seperti jarak tempuh dari kecamatan ke desa-desa 

yang cukup jauh dan fasilitas infrastruktur yang 

kurang memadai seperti akses jalan yang rusak 

sehingga sulit untuk dilewati, apalagi pada saat 

musin penghujan, namun semuanya bisa teratasi 

oleh pegawai kecamatan yang menjalankan progran 
e-KTP. 

ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Pada sisi 

inilah   prestasi   individu   menjadi jaminan bagi 

2. Secara obyektivitas sudah 

pelayanan di Kecamatan 

sesuai dengan tujuan, 

Belimbing khususnya 

organisasi bahwa organisasi akan tetap mampu dalam pembuatan e-KTP sudah terorganisir dengan 

menjawab setiap tantangan perubahan dan bahkan adanya bagian-bagian yang menanganinya sesuai 

menjangkau setiap kemungkinan   perubahan   pada   dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan 

masa yang akan datang. Dengan adanya pelaksanaan   adanya pembagian tugas dari masing-masing bagian 

Diklat kepada para pegawai, diharapkan dapat dalam pelaksanaan  e-KTP hal tersebut membantu 
meningkatkan kinerja yang dilihat dari kuantitas 

kerja, kualitas kerja serta prestasi kerja pegawai suatu 
instansi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

masyarakat yang mengalami hambatan dalam 

pembuatan e-KTP bisa teratasi, selain itu juga 
pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kecamatan 

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belimbing bisa memenuhi   target   yang   dicapai 

proses pengembangan kemampuan inovasi pegawai 

pada Kecamatan Belimbing seperti dapat dilihat pada 

data yang ada ialah  tingkat p ndidikan, budaya 

sebanyak 13.000 jiwa dan telah terselesaikan 

sebanyak 10.000 lebih dan tersisa 2000 jiwa lebih, 

hal ini dikarenakan masyarakat yang kandalanya 

kinerja, pengaruh lingkungan dan   asa kerja pegawai.    kartu tanda   panduduk yang lama ( KTP ) sudah 

Pertama adalah faktor tingkat pendidikan. Tingkat tidak ada dan ada juga yang tidak memiliki kartu 

pendidikan   pegawai   mempengaruhi    pemahaman    keluarag ( KK ). Selain itu   da lima (5) desa yang 

pegawai dalam   melaksanakan   kinerjanya   sesuai    belum meleksanakan pembuatan e-KTP dikerenakn 

dengan tugasnya. Dengan tingkat pendidikan yang   jarak tempuh yang sangat jauh dan infrastruktur 

tinggi maka pemahaman atas pentingnya jalan yang sangat sulit untuk dilewat sehingga harus 

pengembangan kemampuan dalam menjalankan 

kinerja dari seorang pegawai juga akan semakin baik 
sehingga mempercepat pula peningkatan kinerja 

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik. 
 

B. SIMPULAN DAN KETERBATASAN 

1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat di mbil dari hasil 

penelitian yang dilakukan di Kecamatan Belimbing 

Kapuaten Melawi adalah sebagai berikut : 

1.Tingkat kejujuran aparatur pemerintah Di 

Kecamatan Belimbing sudah cukup optimal, dengan 

tidak adanya pungutan liar terhadap masyarakat 
yang melakukan pelayanan, menjalankan program 

e-KTP sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan 

peraturan. Selain itu tindakan pegawai kecamatan 

untuk masyarakat yang jauh dan aksesnya yang sulit 

terjangkau, pegawai kecamatan melakukan progran 

jemput bola yaitu dimana pegaw i kecamatan turun 

langsung ke desa-desa untuk mel ksanakan program 

e-KTP dan program ini sangat membantu bagi 
masyarakat yang jauh dan program ini mendapat 

respon yang baik ditengan-tengah masyarakat. 

Adapun hambatan yang kelemahan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan program e-KTP yaitu kurangnya 

prosedur atau penjelasan tentang pelaksanaan 

program e-KTP, seperti : apa itu e-KTP, fungsi dan 

kegunaan e-KTP, biaya pembuatan e-KTP proses 

pembuatan e-KTP, syarat dalam pembuatan e-KTP, 

selain itu hambatan lain yang terjadi di lapangan 

pegawai kecamatan sendiri y ng turun kelapangan.. 

3. Secara transparansi, pelaksanaan pembuatan e- 

KTP di Kecamatan Belimbing dapat dilihat dari 

tanggung jawab pegawai dalam menjalankan 

program e-KTP berupa dok mentasi atau foto-foto 

pelaksanaan. Pelaksanaannya sendiri cukup adil, 

tidak memilih-milih atau memihak terhadap siapa 

yang dilayani, dan pegawai kecamatan sendiri 
mengutamakan masyarakat yang kondisinya sedang 

sakit, yang sudah tua atau lanjut usia. Suatu 

pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa 
membeda-bedakan status dari masyarakat yang 
dilayani atau dengan kata lain bagaimana 

menciptakan pelayanan yan adil dan demokratis. 
Suatu pelayanan harus menj njung tinggi etika dan 

kejujuran, dan lebih mengutamakn keterbukaan dan 
saling percaya antara mem eri pelayanan dengan 

yang meneriman pelayanan dan bisa bertanggung 

jawab atas pelayanan yang diberikan. 

4.Untuk meningkatkan kreatifitas dan inovatif kerja 

pegawai, Pegawai di  Kecamatan  Belimbing 

mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) baik 

yang  dilaksanakan di Kabupaten ataupun  di 

Kecamatan. Pemberian pendidikan dan pelatihan 

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

organisasi karena pendidikan dan pelatihan tidak 

hanya memanfaatkan tenaga kerja tetapi juga salah 

satu upaya untuk  memajukan pegawai agar 

kemampuan kerjanya menjadi optimal. Salah satu 
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usaha   untuk   mengembangkan   potensi   pegawai serta masyarakat Kecamatan Belimbing yang 

adalah dengan cara pendidikan dan pelatihan 

pegawai.Pendidikan   dan   pelatihan dilaksanakan 

pada setiap instansi. Kuantitas kerja ditentukan pada 

penggunaan waktu yang berarti banyaknya waktu 

yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan 
pekerjaan. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan 

fungsi dalam memberikan pelayanan sangatlah 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bukti bahwa 

pemerintah   sebagai   pelayan   masyarakat. Oleh 

karena itu, pegawai kantor Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Melawi haruslah dapat mencerminkan 

dirinya sebagai pelayan masyarakat yang dapat 

menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

apa yang telah ditetapkan seperti ketepatan waktu 

penyelesaian pelayanan dibidang pembuatan e-KTP. 

Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Belimbing, 

untuk itu pewagai harus mampu memotivasi diri 

untuk mengembagkan kemampuan yang dimilikinya 

sehingga tugas yang diberikan mampu terselesaikan 

dengan tepat waktu dengan cara mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik di 

kecamatan maupun di kabupaten. 

 
2. Keterbatasan Penelitian 

Selama melakukan penelitian  terdapat 

keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk kekurangan 

dan kelemahan yang dialami penulis ketika berada di 

lapangan maupun ketika  dalam penulisan. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagai berikut: 

1. Saat melakukan penelitian dilapangan, 

jadwal kegiatan program e-KTP yang telah 

ditetapkan sudah lewat, sehingga tidak ada 

pelayanan untuk pembuatan e-KTP saat 

melakukan penelitian, sehingga peneliti harus 

terlibat dalam penelitian ini. 
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